BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 217/057FAHUN 2021
TENTANG

SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya, maka
perlu membentuk Sekretariat Majelis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Sekretariat Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
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Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk«{
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5.

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019

Nomor 1);

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan
Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2020 Nomor 50);

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat
Lain Atau Tenaga Lainnya (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 13).‘?
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MEMUTUSKAN :

Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

1. Koordinator : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe.
2. Anggota : a. Kepala Bidang Perbendaharaan pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe,;

b. Kepala Sub Bagian Perundang-
undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe;

c. Kepala Sub Bagian Analisis dan
Evaluasi pada Sekretariat Inspektorat
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,;

d. Kepala Sub Bagian Administrasi
Umum dan Keuangan pada Sekretariat
Inspektorat Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe.

Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana diktum

KESATU melaksanakan tugas:

a. Membantu penyiapan dokumen, penyusunan/pengetikan,
penghimpunan data/bahan kerugian daerah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan/atau hasil pelaksanaan tugas
Majelis Pertimbangan Penyelesaian kerugian Daerah;

b. Mempersiapkan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian
Kerugian Daerah;

c. Membantu Mengetik dan Menghimpun Risalah Sidang
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;

d. Menyusun draft pendapat, keputusan Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;

e. Melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan tugas
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

Sekretariat Majelis sebagaimana diktum KESATU bertempat
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sekretariat Majelis sebagaimana diktum KESATU diberikan
Honorarium setiap kali melaksanakan sidang/rapat, dengan
rincian sebagai berikut :

a. Koordinator Rp. 1.000.000,-orang/kegiatan
b. Anggota Rp. 700.000,-orang/kegiatan

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggar pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe.
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Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan
Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 86/057/Tahun 2020
tentang Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian
Kerugian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.‘}' l’

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 September 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA



